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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah memberikan 

dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh 

rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa 

terhadap tingkat kemiskinan. Namun di sisi lain, krisis tersebut telah memberi berkah 

tersembunyi terhadap upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di

akan datang. Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang dialami telah 

membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa 

Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat 

madani, tcrciptanya gooJ govervance dan mengembangkan model pembangunan 

yang berkeadilan. Reformasi ini juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan

masa

yang

fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial sehingga mempermudah proses

pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan

paradigma di berbagai bidang kehidupan

Menindaklanjuti dari reformasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-

undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 

Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, yang di dalamnya menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan daerah
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Implikasi kedua undang-undang tersebut terhadap sistem pemerintahan 

adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas kepada 

pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk benar- 

benar mempersiapkan diri baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan 

teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, 

bertanggung jawab dan dinamis.

Konsep Otonomi Daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah lebih jauh dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 

tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Selain 

itu dijabarkan pula melalui PP Nomor 108 tahun 2000 tentang lata cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 

tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dan ketiga PP tersebut 

secara asas pengelolaan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan 

akuntabilitasnya, sebagai salah satu wujud dari otonomi suatu daerah.

Dengan hembusan reformasi yang masih berlangsung, tuntutan pemberian 

otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah menjadi semakin kuat. Tuntutan 

itu menyangkut pula tuntutan terhadap perimbangan keuangan antara pusat dan 

daerah vang lebih rasional, proporsional dan nyata. Demikian pula tuntutan terhadap 

pemerintah yang baik (good govemance) dalam arti pemerintah yang bersih, jujur, 

terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabel) terhadap masyarakat 

Dengan demikian, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang adil saja belum 

cukup.tetapi masih memerlukan pengelolaan atas keuangan daerah, baik yang berasal
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dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu sendin. Sehingga dengan 

adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan 

adanya sumber penerimaan vang merupakan target minimal dan biaya yang 

merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2002 : 24). APBD 

yang dipresentasikan di DPRD dan di masyarakat sesuai dengan program-program 

direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dan 

bagaimana program-program itu dibiayai.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan 

pernyataan adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan 

istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dan dana 

dekonsentrasi dan dana desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil 

dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

apa yang

(BPHTB), Dana Alokasi IJmum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan yang

dimaksud dengan dana desentralisasi adalah dana yang bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah 

berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk
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ganalisis kinei^a pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah 

dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan keuangan pada APBD. Analisis ini 

dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode 

dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana 

kecenderungan yang terjadi Selain itu, dapat pula dilakukan dengan 

membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah 

tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi 

daerahnya relatif sama.

Bertitik tolak dan uraian di atas, maka skripsi ini diberi judul ”Studi 

Perbandingan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 

Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus Pada 

Pemkot Pagaralam dengan Pemkot Prabumulih)”.

men

cara

1.2. Perumusan Masalah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung 

mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas- 

tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.
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Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD 

belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat 

dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka 

penaelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demikratis, efektif, efisien, dan 

akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah 

pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki 

perusahaan swasta (Halim, 2002 : 127).

Dari uraian di atas permasalahan yang akan dibahas adalah “Apakah 

terdapat perbedaan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah 

antara Pemkot Pagaralam dengan Pemkot Prabumulih dan faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan perbedaan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah antara Pemkot Pagaralam dengan Pemkot Prabumu!^.

mengenai nama

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada judul dan permasalahan dari skripsi ini, maka yang menjadi 

tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Menilai kemandirian keuangan Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah Kota 

Prabumulih dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah 

Kota Prabumulih dalam merealisasikan pendapatan daerahnya.
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3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah 

Kota Prabumulih dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah Kota Pagaralam dan pendapatan daerah Kota Prabumulih.

5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah Kota Prabumulih

selama beberapa periode.

6. Membandingkan hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Kota Pagaralam dan

Pemerintah Kota Prabumulih untuk mengetahui kinerja keuangan kedua daerah

mana yang lebih baik atau berhasil.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat seperti :

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya

pengetahuan penulis melalui perbandingan antara pengetahuan yang diperoleh

penulis selama di bangku kuliah dengan realita yang ada di masyarakat.

2. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi untuk keadaan yang memenuhi kriteria yang 

sama dan memberikan pemikiran baru bagi penulis lainnya.

3. Memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu pihak Badan 

Keuangan daerah Kota Pagaralam dan Kota Prabumulih.



1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam skripsi ini ruang lingkup permasalahan dibatasi hanya pada 

pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah terhadap APBD 

Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah Kota Prabumulih tahun anggaran 2001 

sampai dengan tahun anggaran 2003.

1.4.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh

secara tidak langsung melalui media perantara {diperoleh dan dicatat pihak lain). Data

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun

dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Data tersebut diatas dikumpulkan dengan menggunakan teknik :

a. lnterview atau wawancara

Data dikumpulkan secara langsung melalui tanya jawab secara lisan dengan 

pihak-pihak yang bertanggung jawab.

b. Dokumentasi

1 eknik ini dilakukan dengan membaca catatan atau laporan historis, literatur, 

pengetahuan yang relevan yang ada kaitannya dengan kondisisumber ilmu

yang dibahas.
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1.4.4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis masalah-masalah yang teiah dirumuskan sebelumnya 

digunakan dua alat analisis, yaitu :

1. Analisis Kuantitatif

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis dan menilai semua data yang 

diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan) maupun keuangan. Penulis 

menggunakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data 

keuangan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Pagaralam dan APBD 

Pemerintah Kota Prabumulih tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2003.

Rasio-rasio yang digunakan antara lain :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli DaerahRasio Kemandirian
Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Realisasi Penerimaan PADRasio Efektivitas
Target Penerimaan PAD

Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PADRasio Efisiensi =
Realisasi Penerimaan PAD

3. Rasio Keserasian

Total Belanja RutinRasio Belanja Rutin terhadap APBD
Total APBD
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Total Beianja Pembangunan
Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD Total APBD

4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

(PAD = BD = DAU)-BW
DSCR Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)

Keterangan :

P AD Pendapatan Asli Daerah

Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan BangunanBD

D AU Dana Alokasi Umum

B W : Belanja Wajib

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

6. Mengukur Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan dalam Pembentukan

Pendapatan Daerah

_ Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Total PendapatanKontribusi Pendapatan Asli Daerah x 100%

Realisasi Dana PerimbanganKontribusi Dana Perimbangan = x 100%
Total Pendapatan

_ Realisasi Pinjaman DaerahKontribusi Pinjaman Daerah x 100%Total Pendapatan

Realisasi Lain - lain Pendapatan 
Total Pendapatan

Kontribusi Lain-lain Pendapatan = x 100%
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2. Analisis Kualitatif

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang

dijadikan kerangka berpikir dibandingkan dengan fakta yang 

sesungguhnya dihadapi. Dengan cara kualitatif ini, penulis akan mengumpulkan, 

menyusun, dan mengevaluasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh 

kemudian akan ditarik kesimpulan.

bersifat

umum yang

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk keteraturan dalam penulisan dan agar lebih mudah mengetahui isi

dari skripsi ini, maka pembahasannya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan apa yang menjadi latar belakang alas 

dipilihnya judul skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika

pembahasan

BAB II KEUANGAN DAERAH DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Daiam bab ini penuiis menjabarkan tentang konsep keuangan daerah, 

karakteristik keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, 

konsep anggaran, karakteritik anggaran sektor publik, penyusunan 

anggaran dengan pendekatan kinerja, pengelolaan keuangan daerah
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(APBD), prinsip-prinsip penyusunan dan bentuk APBD, struktur APBD, 

dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA PAGARALAM DAN

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Dalam bab ini dijabarkan mengenai sejarah umum Kota Pagaralam dan

Prabumulih, struktur organisasi, visi, misi, kondisi keuangan pada APBD

Kota Pagaralam dan Prabumulih.

BAB IV ANALISIS RASIO PADA APBD PEMERINTAH KOTA

PAGARALAM DAN APBD PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

Pada bab ini penulis akan menjabarkan analisis rasio pada APBD Pemkot

Pagaralam dan APBD Pemkot Prabumulih sebagai salah satu alat untuk

mengukur kineija pemerintah daerah dalam mengelola keuangan

daerahnya dan menghubungkannya dengan teori-teori yang telah

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil pengolahan 

dan penganalisaan data yang lelah disajikan pada bab sebelumnya. 

Akhirnya sebagai masukan, penulis juga mengemukakan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat guna membenahi kekurangan-kekurangan 

yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

ikuntansl Sektor Publik Di Indonesia, Edisi Pertama, Penerbit

BP r E, Yogyakarta, 2001

...................... , Manual Akuntansi Keuangan
Pengembangan Akuntansi Fakultas L 
Yogyakarta, 2001.

Departemen Keuangan RI, Himpunan Peraturan
Daerah, Penerbit Redaksi Sinar Gralika, Jakarta, 2002.

Bastian, Indra

Pusat
Ekonomi Universitas Gajah Mada,

Pemerintah Daerah,

Pelaksanaan UU Otonomi

Pada APBD PemkotAnalisa Perbandingan Rasio Keuangan
Palembang sebagai Tolak Ukur Dalam Menilai 

Daerah Dalam Membiayai Penyelenggaraan

Fitri ah.
Pangkalpinang dan
Kemandirian Keuangan
Otonomi Daerah, Skripsi Akuntansi, 2004.

Haliin, Abdul, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, Penerbit (UPP) 
AM P Y K PN, Yogyakarta, 2002.

Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 
Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002

Harahap, Sofyan Syafri, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Penerbit Raja 
Grafmdo Persada, Jakarta, 1998.

Haryami, Nevi, Studi Perbandingan Kinerja Pemerintah Kota Prabunmlih dalam 
Meningkatkan P AD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah, Skripsi
Akuntansi, 2004,

Kuntadi, Cris, Akuntansi Sektor Publik dan Karakteristik Khusus Akuntansi 
Pemerintahan, Makalah Akuntansi Keuangan Daerah, Pelatihan dan 
Pengenalan Akuntansi Keuangan Daerah, 2003.

Modul Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), 1A1 
Cabang Sumsel Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 
Palembang, 2003.

, Akuntansi

> i

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta,
2002.

Muchlis. dan Iskandar, Akuntansi Pemerintahan, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2002.



Pemerintah Kota Pagaralam, Monografi Kota Pagara/am, 2004.

Agus, Ringkasan Teori Manajemen Keuangan, Penerbit BPFE-UGM, 
Yogyakarta, 2001.

Wardianto. Sugeng, Pelaporan Keuangan Pemerintah : Studi Teoritikal Pengaruh 
UU H0.22/1999 dan ;\o. 25/1999 Terhadap Perlakuan Akuntansi Sektor 
Publik, Skripsi Akuntansi, 2002.

Yani. Ahmad, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 
Indonesia, Seri Keuangan Publik, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 
Yogyakarta, Jakarta, 2002.

Sartono,


